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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) 

Perencanaan pembangunan Kabupaten Sukamara Tahun 2023 

diawali dengan penetapan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten 

Sukamara Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RKPD) Kabupaten Sukamara Tahun 2023. Peraturan Daerah ini 

memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan 

daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan 

langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong 

partisipasi masyarakat, secara otomatis merupakan program prioritas 

pembangunan daerah yang merupakan penjabaran pelaksanaan dari 

program prioritas pembangunan daerah yang ada pada tahun kelima 

RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023. Selanjutnya RKPD 

dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat 

Daerah dan menjadi acuan dalam menyusun Kebijakan Umum 

Anggaran serta penetapan Prioritas Plafon Anggaran Sementara.  

Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah 

dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan 

pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) 

tahun.  Substansi KUA antara lain : Pertama, memuat penjelasan 

ringkas mengenai gambaran kondisi ekonomi makro daerah termasuk 

tentang perkembangan indikator ekonomi makro daerah; Kedua, 

asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2023 

seperti laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait 

dengan kondisi ekonomi daerah; Ketiga, menjelaskan kebijakan 

pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber 

dan besaran pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2023 serta 

strategi pencapaiannya; Keempat, kebijakan belanja daerah yang 

mencerminkan program prioritas dan langkah kebijakan dalam upaya 

peningkatan pembangunan daerah yang merupakan perwujudan dari 

sinkronisasi kebijakan pusat, provinsi dan kondisi riil di daerah serta 

strategi pencapaiannya; dan terakhir, kebijakan pembiayaan yang 

menggambarkan sisi defisit dan surplus daerah sebagai antisipasi 

terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan 

pembangunan daerah. 

Rancangan Kebijakan Umum APBD memuat target pencapaian 

kinerja terukur dari program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah 

daerah untuk setiap urusan pemerintah daerah dosertai proyeksi 

pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan 

pembiayaan dengan asumsi yang mendasarinya. Berdasarkan hal 

tersebut, maka perlu juga memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Provinsi terkait prioritas pembangunan pada tahun 

2023 guna sinkronisasi arah pembangunan daerah. 
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1.2 Tujuan Penyusunan KUA 

Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (KUA) adalah : 

1. Memberikan arah pembangunan melalui penuangan pokok-pokok 

kebijakan yang membuat sinkronisasi kebijakan Pemerintah dengan 

Pemerintah Daerah; 

2. Sebagai pedoman penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara 

APBD Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2023 dan selanjutnya 

menjadi pedoman penyusunan APBD Tahun 2023. 

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA 

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 

2023 adalah: 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan 

Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, 

Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang 

Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di 

Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4180); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undanh Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);   

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 
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tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4737); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ( Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6178); 

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1312); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 926); 

16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi 

Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi 

Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4); 

17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi 

Kalimantah Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi 

Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2019 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
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Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 64); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 8 Tahun 2019 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten 

Sukamara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sukamara Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Sukamara Nomor 69). 

20. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2023 (Berita 

Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2022 Nomor 13). 
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BAB II 

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH 

 

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Sukamara tahun 2023 

memiliki tema “Perluasan kerjasama investasi untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi 

berbasis kerakyatan, sarana prasarana infrastruktur daerah, sosial, dan 

budaya, yang berkeadilan bagi semua masyarakat tanpa diskriminasi 

menuju masyarakat Sukamara yang sejahtera dan bermartabat” 

Momentum ini selaras dengan pemulihan ekonomi nasional untuk 

mengurangi dampak COVID-19 terhadap perekonomian atas aktivitas 

masyarakat yang berdampak pada ekonomi  khususnya sektor informal 

atau UMKM yang berkontribusi pada sektor perekonomian. 

Pada akhir periode ini dicapai kondisi ekonomi masyarakat 

Sukamara memiliki kualitas pendidikan, kesehatan dan perekonomian 

yang baik. Selain itu, kemandirian ekonomi di Kabupaten Sukamara 

mulai terwujud yang selaras dengan peningkatan perekonomian rakyat. 

Hal ini dilakukan melalui pemanfaatan keunggulan kompetitif daerah 

yang didukung oleh penciptaan iklim investasi yang kondusif. Pada akhir 

periode pembangunan jangka menengah ini, daya saing Kabupaten 

Sukamara meningkat melalui penguatan ekonomi kerakyatan sejalan 

dengan pengembangan industri -industri yang mengelola kekayaan SDA 

secara optimal dan berkelanjutan serta bermitra dengan UMKM dan 

menyerap tenaga kerja lokal yang terampil dan kompeten. Kondisi ini 

didukung oleh pengembanganlayanan infrastruktur wilayah yang merata 

keseluruh wilayah termasuk sarana dan prasarana pendidikan dan 

kesehatan serta fasilitas sosial dan fasilitas umum; pengembangan 

kualitas sumber daya manusia dan aparatur pemerintah yang didukung 

oleh kelembagaan pemerintah yang efektif, efisien, transparan dan 

akuntabel. 

2.1.1 Perkembangan PDRB Per Kapita 

Sasaran utama dari perkembangan ekonomi regional bukan saja 

untuk meningkatkan nilai tambah sektoral akan tetapi berupaya pula 

untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pertumbuhan ekonomi 

yang tinggi belum tentu diikuti oleh peningkatan kesejahteraan 

masyarakat, hal ini disebabkan karena dibarengi dengan pertumbuhan 

penduduknya yang cukup tinggi pula. Oleh karena itu, untuk mendorong 

peningkatan PDRB per kapita maka laju pertumbuhan ekonomi harus 

lebih besar dibanding laju pertumbuhan penduduk. Tingkat 

pertumbuhan PDRB per kapita lebih menunjukkan perkembangan 

kemakmuran, sebab bila dilihat dari sudut konsumsi, berarti masyarakat 

akan mempunyai kesempatan dan kemampuan untuk membelanjakan 

uangnya untuk menikmati barang dan jasa yang lebih baik atau lebih 

tinggi kualitasnya. Namun, perlu diperhatikan bahwa PDRB per kapita 

yang disajikan disini belum memperhitungkan pendapatan yang keluar 
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atau pendapatan yang masuk ke Kabupaten Sukamara (net factor income 

from abroad). Sehingga pendapatan per kapita yang disajikan disini belum 

sepenuhnya menggambarkan pendapatan riil masyarakat Kabupaten 

Sukamara. Kesulitan memperoleh data pendapatan netto dari luar 

wilayah kabupaten tersebut menyebabkan PDRB per kapita tersebut 

digunakan sebagai pendekatan untuk mengukur rata-rata pendapatan 

penduduk. 

Dengan demikian jelaslah bahwa untuk melihat keberhasilan 

pembangunan yang dilakukan melalui tahapan pembangunan, tidak 

cukup hanya memperhatikan peringkat Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) sektoral semata, akan tetapi disisi lain yang perlu diperhatikan 

yaitu mengenai perkembangan PDRB per kapita. Oleh karena itu PDRB 

per kapita dipakai sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat 

kesejahteraan/kemakmuran dari aspek pendapatan penduduk. Namun 

hal ini hanya memberikan gambaran umum saja. Berikut disajikan 

perkembangan PDRB per kapita selama lima tahun terakhir. 

 

Tabel 2.1 

Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita menurut  

Lapangan Usaha 

Kabupaten Sukamara, 2015-2021 

 

 

Tahun 

PDRB Perkapita 

Harga 
Berlaku 

(Miliar 
Rupiah) 

Pertumbuhan 

(%) 

Harga 
Konstan 

(Miliar 
Rupiah) 

Pertumbuhan 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

2015 2.884,82 100,00 2.243,81 6,01 
2016 3.202,55 100,00 2.382,48   6,18 

2017 3.579,97 100,00 2.530,34 6,27 
2018 3.876,16 100,00 2.686,16 6,17 

2019 4.193,50 100,00 2.848,95 6,05 

2020* 4.422,30 100,00 2.905,50 1,98 
2021** 4.944,10  3.043,3 4,74 

*Angka sementara 

**Angka sangat sementara 

Sumber : Kabupaten Sukamara Dalam Angka 2021 

 

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi dapat digunakan untuk mengukur 

kemajuan ekonomi sebagai hasil dari pembangunan yang telah 

dilaksanakan. Pertumbuhan ekonomi regional sangat erat hubungannya 

dengan masing-masing kategori yang membentuknya.  Hal ini berkaitan 

erat dengan kontribusi masing-masing kategori yang berpotensi besar 

maupun kategori-kategori yang masih perlu mendapat perhatian lebih 

untuk dijadikan prioritas pengembangan sehingga diharapkan dapat 
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menjadi kategori yang mempunyai peranan lebih besar di masa 

mendatang. 

Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan diharapkan dapat 

meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja, 

pemerataan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan 

hubungan ekonomi dan mengusahakan adanya pergeseran kegiatan 

ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier, sehingga 

tercipta pendapatan masyarakat yang meningkat dengan tingkat 

pemerataan yang sebaik mungkin. 

Sarana dan prasarana transportasi yang baik dapat berpengaruh 

positif pada pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Ketersediaan sarana 

dan prasarana transportasi di suatu wilayah akan memberikan 

kemudahan akses arus barang, baik dari maupun ke suatu wilayah yang 

pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kondisi perekonomian. 

Peranan Sektor Industri Pengolahan terhadap perekonomian 

Kabupaten Sukamara dapat dilihat dari persentase distribusi industri 

pengolahan terhadap PDRB. Peranan industri pengolahan merupakan 

terbesar kedua dalam perekonomian Kabupaten Sukamara. Pada tahun 

2021, kontribusi Sektor Industri Pengolahan sebesar 21,81% terhadap 

total PDRB Kabupaten Sukamara. Selain itu, Sektor Industri Pengolahan 

mengalami perlambatan laju pertumbuhan menjadi 3,28% pada tahun 

2021 melambat 2,66% dari tahun 2020 yang berada pada 5,94%. 

Secara umum, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukamara Tahun 

2021 mengalami kenaikan dibandingkan pertumbuhan tahun 

sebelumnya. Laju pertumbuhan Tahun 2021 mencapai 4,74%, sedangkan 

Tahun 2020 sebesar 1,98%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukamara 

tersebut dikarenakan oleh pandemi COVID-19 yang telah mengurangi 

sektor konsumsi, kegiatan perjalanan dan transportasi, serta 

perdagangan. Terkontraksinya pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan 

pada triwulan ke 3 tahun 2021 dimana penurunan terkonfirmasi COVID-

19 turun dan pergerakan moda transportasi barang dan penumpang 

mengalami peningkatan, serta kenaikan harga kelapa sawit industri 

pengolahan di Kabupaten Sukamara. 

Nilai PDRB ADHB tahun 2021 sebesar 4.422,3 milyar rupiah, 

sedangkan untuk nilai PDRB ADHK tahun 2020 sebesar 2.905,5 milyar 

rupiah.  Laju pertumbuhan Tahun 2021 mencapai 1,98%, sedangkan 

Tahun 2020 sebesar 6,05% dimana pertumbuhan tertinggi terjadi di 

Sektor Pengadaan Listrik dan Gas yang mencapai 8,46%. 

Perekonomian di Kabupaten Sukamara pada tahun 2021 masih 

didominasi oleh tiga sektor utama, yaitu sektor Pertanian, Kehutanan dan 

Perikanan; Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi 

Mobil dan Sepeda Motor yang masing-masing berkontribusi sebesar 30,38 

persen; 21,79 persen dan 14,59 persen. Untuk lebih jelasnya, laju 

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukamara dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

Tabel 2.2 

Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010  

Kabupaten Sukamara menurut Lapangan Usaha (persen),  
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2016-2021 

Lapangan Usaha 2016 2017 2018 2019 2020* 2021** 

1 
Pertanian, Kehutanan, dan 
Perikanan 5,16 5,35 6,06 6,47 2,72 5,29 

2 
Pertambangan dan 
Penggalian 

5,22 4,16 4,84 4,68 -3,81 1,91 

3 Industri Pengolahan 6,82 7,70 6,06 5,94 3,28 4,99 

4 Pengadaan Listrik dan Gas 10,75 4,85 11,25 5,19 8,46 7,85 

5 

Pengadaan Air, Pengelolaan 
Sampah, Limbah dan Daur 
Ulang 

3,72 5,83 12,15 7,01 -2,45 -0,95 

6 Konstruksi 5,69 5,72 4,23 6,79 -4,98 8,03 

7 

Perdagangan Besar dan 
Eceran; Reparasi Mobil dan 
Sepeda Motor 

6,86 7,09 8,05 5,45 2,15 4,59 

8 
Transportasi dan 
Pergudangan 7,02 7,57 6,67 5,85 3,32 2,1 

9 
Penyediaan Akomodasi dan 
Makan Minum 6,34 6,23 7,23 5,91 -2,82 5,07 

10 Informasi dan Komunikasi 7,57 4,92 5,76 5,84 6,04 9,5 

11 Jasa Keuangan dan 
Asuransi 

7,59 4,56 4,20 3,99 4,24  

12 Real Estate 7,94 7,07 6,85 4,28 0,56 2,8 

13 Jasa Perusahaan 3,85 4,32 5,12 5,12 -2,65 2,62 

14 

Administrasi Pemerintahan, 
Pertahanan dan Jaminan 
Sosial Wajib 

7,08 6,25 6,96 6,07 1,12 -0,8 

15 Jasa Pendidikan 6,31 5,10 6,26 6,15 4,60 0,64 

16 
Jasa Kesehatan dan 
Kegiatan 
Sosial 

8,00 7,01 5,03 5,01 2,41 9,87 

17 Jasa lainnya 3,45 4,26 5,68 5,72 1,98 2,42 

PDRB  6,27 6,17 6,05 1,98 4,74 

*Angka sementara 

**Angka sangat sementara 

Sumber: Kabupaten Sukamara Dalam Angka 2020 

 

2.1.3 Tantangan dan Prospek Ekonomi Tahun 2022 dan Tahun 
2023 

Perekonomian Kabupaten Sukamara diperkirakan masih akan 

dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika 

internal maupun lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam 

beberapa tahun terakhir. Beragam tantangan dimaksud perlu disikapi 

secara arif dan komprehensif serta dengan langkah-langkah yang lebih 

nyata dan efektif. 

Tantangan terbesar yang dihadapi dalam upaya pemulihan ekonomi 

pada tahun 2022 adalah belum adanya ketidak pastian akan berakhirnya 

pandemi COVID-19 yang mana lahirnya varian terbaru yang dampaknya 

masih belum dirasakan, baik ditingkat global maupun domestik. Dampak 

pandemi COVID-19 yang   lama ditingkat global maupun domestik masih 

terhentinya sebagian besar aktivitas ekonomi dunia, terutama 
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memperketat perjalanan internasional. Sementara itu, dari sisi domestik, 

jika penyelesaian pandemi COVID-19 tidak selesai tahun 2022. 

Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan III-2021 tumbuh 1,55 

persen terhadap triwulan II-2021 (q-to-q).  dari sisi lapangan usaha, jasa 

kesehatan, dan kegiatan sosial tumbuh signifikan sebesar 16,10 persen; 

diikuti konstruksi sebesar 5,13 persen; serta Pertambangan dan galian 

sebesar 4,50 persen. Sementara itu, Industri pengolahan yang memiliki 

peran dominan tumbuh 2,35 persen. Sedangkan pertanian, kehutanan, 

dan perikanan serta perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan 

sepeda motor masing-masing tumbuh   sebesar 1,88 persen dan   1,54 

persen. Pertumbuhan positif untuk pertama kali sejak merebaknya 

pandemi COVID-19 pada awal tahun 2020 mendorong perbaikan ekonomi 

khususnya di Kabupaten Sukamara. 

Proses pemulihan ekonomi kabupaten sukamara tahun  2022 akan 

menjadi lebih terasa dan  menunjukan trend  positif dari sisi lapangan 

usaha dan  pergerakan moda transportasi  barang dan penumpang, serta 

bersama-sama membangun Kabupaten Sukamara dengan potensi yang 

ada  untuk  mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang  berdaya 

saing dalam mewujudkan Visi Sukamara “TERWUJUDNYA 

MASYARAKAT SUKAMARA YANG SEJAHTERA, MAJU DAN 

BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL” 

maka upaya pemulihan ekonomi   yang tepat, akan memperbaiki 

pertumbuhan ekonomi tahun 2023 di Kabupaten Sukamara. 

Proses pemulihan ekonomi global dan domestik yang lambat dapat 

berdampak pada kinerja keuangan negara terutama dari sisi penerimaan. 

Selain itu penerimaan negara masih dihadapkan pada tantangan belum 

optimalnya penerimaan PNBP SDA Nonmigas. Selanjutnya, tantangan 

dari sisi belanja negara antara lain (1) belum optimalnya outcome atau 

output   yang   dihasilkan atas belanja negara; (2) tingginya kebutuhan 

pendanaan program prioritas; dan (3) masih kurang efisiennya belanja 

operasional. Sementara itu, dari sisi pembiayaan, tantangan yang 

dihadapi adalah masih terbatasnya sumber-sumber pembiayaan inovatif 

bagi pembangunan.  Sesuai dengan Tema RPJMN Tahun 2020-2024 

“Indonesia Berpenghasilan Menengah - Tinggi yang Sejahtera, Adil 

dan Berkesinambungan”. 

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 

Dengan tujuan agar dana pembangunan dan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah dapat digunakan secara efektif, efisien, akuntabel 

dan transparan, maka diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan 

daerah. Arah kebijakan ini berisi uraian tentang kebijakan yang akan 

dipedomani oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara dalam mengelola 

pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Tujuan 

utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan 

kapasitas riil keuangan daerah dan bagaimana mengefisienkan 

penggunaannya. 

Selanjutnya, secara khusus Kabupaten Sukamara pada tahun 2023 

masih mengarahkan pengalokasian keuangan daerah untuk Penanganan 

Dampak Ekonomi, jaring Pengaman sosial dan Bidang Kesehatan. Serta 
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pencapaian target Standar Pelayanan Minimal.  Dan   lebih khusus lagi, 

pada tahun 2023 masih fokus pada penyediaan dan perbaikan 

infrastruktur pendukung pengembangan perekonomian secara umum, 

baik sektor pertanian, perdagangan, jasa-jasa serta sektor-sektor lainnya. 

Harapannya, melalui percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal 

masing-masing bidang dan dengan didukung oleh kebijakan lainnya, 

permasalahan yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat dan 

pengentasan kemiskinan akan lebih cepat teratasi. 
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BAB III 

ASUMSI-ASUMSI DALAM PENYUSUNAN  

RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

(RAPBD) 

 

3.1.  Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 

Tahun 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena 

akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. 

Untuk mencapai visi Presiden “Terwujudnya Indonesia Maju yang 

Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong 

Royong”, maka disusun tema pembangunan RPJMN 2020-2024 

“Indonesia Berpenghasilan Menengah–Tinggi yang Sejahtera, Adil 

dan Berkesinambungan” dengan 7 (Tujuh) Agenda Pembangunan yakni 

: 
 

1.   Memperkuat   Ketahanan   Ekonomi   untuk    Pertumbuhan yang    

Berkualitas   dan Berkeadilan; 

2.  Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan     

Menjamin Pemerataan; 

3.   Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya 

Saing; 

4.   Revolusi Mental Pembangunan Kebudayaan; 

5.  Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan 

Ekonomi dan Pelayanan Dasar; 

6.   Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana 

dan   perubahan Iklim; 

7.  Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan 

Publik. 
 

Untuk mewujudkan visi yang tertuang pada RPJMN maka 

disusunlah dokumen tahunan sebagai kinerja tahunan. Rencana Kerja 

Pemerintah (RKP) merupakan dokumen tahunan yang disusun dalam 

rangka mewujudkan kinerja pemerintah pusat. RKP Tahun 2023 

merupakan kelanjutan dari perencanaan pembangunan dari tahun 

sebelumnya. Mengusung tema di Tahun 2023 yakni “Peningkatan 

Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif 

Berkelanjutan”. Terdapat 8 (delapan) arah kebijakan untuk mendukung 

tema tersebut antara lain : 
 

1.    Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim; 
2.    Peningkatan kualitas SDM Kesehatan dan Pendidikan; 
3.    Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan 

decent job; 
4. Mendorong pemulihan dunia usaha; 
5.    Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan; 
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6.   Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon 
terhadap perubahan iklim); 

7.    Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air 
bersih dan sanitasi; 

8.    Pembangunan Ibu Kota Nusantara. 

 

3.2   Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD 

Perencanaan pembangunan daerah Tahun 2023 merupakan tahun 

ke 2 (dua) pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 

2021-2026. Fokus/tema pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah 

Tahun 2023 mengarah pada “Akselerasi Ekonomi-ekonomi lokal 

melalui optimalisasi sumberdaya lokal disertai peningkatan kualitas 

SDM”. Prioritas pembangunan Tahun 2023 mengacu pada RPJMD 

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 antara lain: 

 

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung 
Penanganan Pembangunan Ekonomi untuk Kalteng Bermartabat; 

2. Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata, pengembangan 
ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok; 

3. Pengembangan rumah ibadah, institusi Pendidikan keagamaan dan 
komunitas adat, Memperluas pengiriman tokoh-tokoh lintas agama 
dan Meningkatkan insentif khusus bagi guru-guru Sekolah 
Keagamaan Untuk Kalteng Religius; 

4. Mempercepat pengembangan Kawasan Industri, Ekonomi dan Food 
Estate, Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi 
dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan 
Masyarakat untuk Kalteng Kuat; 

5. Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM 
aparatur birokrasi, keterbukaan kompetensi Kalangan professional 
dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah; 

6. Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan 
hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng 
Harmoni. 

 

Adapun sasaran makro pembangunan Provinsi Kalimantan 

Tengah Tahun 2023 berdasarkan target pada Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi 

Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, antara lain: 

1.    Pertumbuhan Ekonomi 5,70 % 

2.    Indeks Ketimpangan (Indeks Williamson) 0,143 

3.    Indeks Gini 0,228 

4.    Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 74,53 

5.    Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 75,50 

6.    Presentase Penduduk Miskin 4,81 % 

7.    Indeks Resiko Bencana 129 

8.    Indeks Reformasi Birokrasi B 

9.   Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 72,89 
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10.  Tingkat Pengangguran Terbuka 4,00 % 

11.  Indeks Kerukunan Umat Beragama 78,02 

12.  Indeks Pembangunan Gender (IPG) 89,09 

Sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional dan kebijakan 

pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah, maka Prioritas 

pembangunan Pemerintah Kabupaten Sukamara Tahun 2023 diarahkan 

kepada "Perluasan kerjasama investasi untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi 

berbasis kerakyatan, sarana prasarana infrastruktur daerah, sosial, 

dan budaya, yang berkeadilan  bagi  semua  masyarakat tanpa  

diskriminasi menuju masyarakat Sukamara yang sejahtera dan 

bermartabat” Pada akhir periode ini dicapai kondisi ekonomi 

masyarakat Sukamara memiliki kualitas pendidikan,  kesehatan dan 

perekonomian  yang   baik.  Selain itu, kemandirian ekonomi di 

Kabupaten Sukamara mulai terwujud yang selaras dengan peningkatan 

perekonomian rakyat. Hal ini dilakukan melalui pemanfaatan 

keunggulan kompetitif daerah yang didukung oleh penciptaan iklim 

investasi yang kondusif. Pada akhir periode pembangunan jangka 

menengah ini, daya saing Kabupaten Sukamara meningkat melalui 

penguatan ekonomi kerakyatan sejalan dengan pengembangan industri-

industri yang mengelola kekayaan SDA secara optimal dan 

berkelanjutan serta bermitra dengan UMKM dan menyerap tenaga kerja 

lokal yang terampil dan kompeten. Kondisi ini didukung oleh 

pengembangan layanan infrastruktur wilayah yang merata keseluruh 

wilayah termasuk sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan 

serta fasilitas sosial dan fasilitas umum, pengembangan kualitas sumber 

daya manusia dan aparatur pemerintah yang didukung oleh 

kelembagaan pemerintah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. 

Untuk mewujudkan tema pembangunan tersebut, maka prioritas 

pembangunan Kabupaten Sukamara Tahun 2023 diarahkan pada upaya 

peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan dengan 5 (lima) sasaran 

utama, yaitu: 

1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap penyelenggaraan 

pelayanan Pendidikan dan Kesehatan; 

2.   Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur layanan dasar; 

3.    Berkurangnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran; 

4.    Meningkatnya peran sektor pertanian, perikanan dan pariwisata 

terhadap perekonomian daerah; 

5.    Meningkatnya kualitas hidup yang lestari. 

Penyusunan prioritas pembangunan Kabupaten Sukamara 

dilakukan dengan tetap memperhatikan beberapa hal antara lain: 

1. Pencapaian prioritas dan  sasaran pembangunan nasional, antara 

lain upaya memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan 

berkualitas dan berkeadilan, mengembangkan wilayah untuk  

mengurangi kesenjangan dan menjamin  kesejahteraan,  

meningkatkan sumber daya manusia  berkualitas dan berdaya 

saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, 
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memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan 

ekonomi  dan pelayanan dasar, membangun lingkungan hidup, 

meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan 

memperkuat stabilitas polhukham dan transformasi pelayanan 

publik; 

2. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) antara lain 

mencakup bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan 

umum, bidang perumahan rakyat, bidang ketentraman, ketertiban 

umum dan perlindungan masyarakat, serta bidang sosial; 

3. Pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif 

Kabupaten Sukamara utamanya dalam pengembangan sektor 

pertanian dalam arti luas serta perikanan; dan 

4.  Isu-isu strategis dari daerah lainnya. 
 

Untuk lebih memperjelas keselarasan tema dan prioritas 
pembangunan antara RKP, RKPD Provinsi Kalimantan Tengah dan RKPD 
Kabupaten Sukamara, berikut ini disajikan dalam bentuk tabel di bawah 
ini : 

Tabel 3.1  

Keselarasan Tema Pembangunan RKP Tahun 2023, RKPD Provinsi 

Kalimantan Tengah Tahun 2023, dan RKPD Kabupaten Sukamara Tahun 

2023 

Tema 

Pembangunan 

RKP Tahun 2023 

Tema Pembangunan 

RKPD Provinsi 

Kalimantan Tengah 

Tahun 2023 

Tema Pembangunan RKPD 

Kabupaten Sukamara Tahun 

2023 

Peningkatan 

Produktivitas 

untuk 

Transformasi 

Ekonomi yang 

Inklusif 

Berkelanjutan 

Akselerasi Ekonomi-

ekonomi lokal melalui 

optimalisasi 

sumberdaya lokal 

disertai peningkatan 

kualitas SDM 

Perluasan kerjasama investasi 

untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat 

dibidang pendidikan, kesehatan, 

ekonomi berbasis kerakyatan, 

sarana prasarana infrastruktur 

daerah, sosial, dan budaya, yang 

berkeadilan bagi semua 

masyarakat tanpa diskriminasi 

menuju masyarakat Sukamara 

yang sejahtera dan bermartabat 

Sumber : RKPD Kabupaten Sukamara Tahun 2023 

Tabel 3.2 

Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Daerah 

No 

Prioritas 

Pembangunan 

Nasional 

Prioritas 

Pembangunan 

Provinsi 

Prioritas Pembangunan 

Daerah 

1. Memperkuat 
Ketahan Ekonomi 
untuk 
Pertumbuhan 
Berkualitas dan 

Mempercepat 
pengembangan 
Kawasan Industri, 
Ekonomi dan Food 
Estate, Mempercepat 

Pemanfaatan keunggulan 
kompetitif daerah yang 
didukung oleh penciptaan iklim 
investasi yang kondusif 
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Berkeadlian pemulihan ekonomi, 
Peningkatan Koperasi 
dan UMKM, 
Peningkatan 
Pendidikan dan 
peningkatan 
Kesehatan   
Masyarakat untuk 
Kalteng Kuat 

Penguatan   ekonomi     
kerakyatan sejalan dengan 
pengembangan industri-
industri yang mengelola 
kekayaan SDA secara optimal 
dan berkelanjutan serta   
bermitra dengan UMKM dan 
menyerap tenaga kerja lokal 
yang terampil dan kompeten 

Pengembangan   layanan   
infrastruktur wilayah yang 
merata keseluruh wilayah 
termasuk sarana dan 
prasarana pendidikan dan 
kesehatan serta fasilitas sosial 
dan fasilitas umum 

  

Mengembangkan     
konektivitas     
destinasi pariwisata 
pengembangan 
ekonomi hijau dan 
sertifikat masyarakat 
adat untuk Kalteng 
Elok 

Penguatan   ekonomi     
kerakyatan sejalan dengan 
pengembangan industri-
industri yang mengelola 
kekayaan SDA secara optimal 
dan berkelanjutan serta 
bermitra dengan UMKM dan 
menyerap tenaga kerja lokal 
yang terampil dan kompeten 

   

Pengembangan layanan   
infrastruktur wilayah yang 
merata keseluruh wilayah 
termasuk sarana dan 
prasarana pendidikan dan 
kesehatan serta fasilitas sosial 
dan fasilitas umum 

2. Mengembangkan 
wilayah untuk 
mengurangi 
kesenjangan dan 
menjamin 
pemerataan 

Meningkatkan 
pembangunan 
infrastruktur 
mendukung 
penanganan 
pembangunan 
ekonomi untuk kalteng 
bermartabat  

Pemanfaatan keunggulan 
kompetititf daerah yang 
didukung oleh penciptaan iklim 
investasi yang kondusif 

Penguatan   ekonomi     
kerakyatan sejalan dengan 
pengembangan industri-
industri yang mengelola 
kekayaan SDA secara optimal 
dan berkelanjutan serta 
bermitra dengan UMKM dan 
menyerap tenaga kerja lokal 
yang terampil dan kompeten 
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Pengembangan   layanan   
infrastruktur wilayah yang 
merata keseluruh wilayah 
termasuk sarana dan 
prasarana pendidikan dan 
kesehatan serta fasilitas sosial 
dan fasilitas umum 

Mengembangkan     
konektivitas     
destinasi pariwisata, 
pengembangan 
ekonomi   hijau dan 
sertifikat masyarakat 
adat untuk Kalteng 
Elok 

Penguatan   ekonomi     
kerakyatan sejalan dengan 
pengembangan industri-
industri yang mengelola 
kekayaan SDA secara optimal 
dan berkelanjutan serta   
bermitra dengan UMKM dan 
menyerap tenaga kerja lokal 
yang terampil dan kompeten 
Pengembangan   layanan   
infrastruktur wilayah yang 
merata keseluruh wilayah 
termasuk sarana dan 
prasarana pendidikan dan 
kesehatan serta fasilitas sosial 
dan fasilitas umum 

Mempercepat 
pengembangan 
Kawasan Industri, 
Ekonomi dan Food 
Estate, Mempercepat 
pemulihan ekonomi, 
Peningkatan Koperasi 
dan UMKM, 
Peningkatan 
Pendidikan dan 
peningkatan 
Kesehaatan   
Masyarakat untuk    
Kalteng Kuat 

Pemanfaatan keunggulan 
kompetitif daerah yang 
didukung oleh penciptaan iklim 
investasi yang kondusif 
Penguatan   ekonomi     
kerakyatan sejalan dengan 
pengembangan industri-
industri yang mengelola 
kekayaan SDA secara optimal 
dan berkelanjutan serta   
bermitra dengan UMKM dan 
menyerap tenaga kerja lokal 
yang terampil dan kompeten 
Pengembangan   layanan   
infrastruktur wilayah yang 
merata keseluruh wilayah 
termasuk sarana dan 
prasarana pendidikan dan 
kesehatan serta fasilitas sosial 
dan fasilitas umum 

3. Meningkatkan 
SDM Berkualitas 
dan Berdaya Saing 

Mengoptimalkan 
penerapan e-
government, 
Peningkatan SDM 
aparatur birokrasi, 
keterbukaan 
kompetensi Kalangan 
professional dan 
Peningkatan Intensif 
Aparatur untuk 
Kalteng Amanah 

Pengembangan kualitas 
sumber daya manusia dan    
aparatur pemerintah yang 
didukung oleh kelembagaan 
pemerintah yang efektif, 
efisien, transparan dan 
akuntabel 
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4. Memperkuat 
Infrastruktur 
untuk Mendukung 
Pengembangan 
Ekonomi dan 
Pelayanan Dasar 

Meningkatkan 
pembangunan 
infrastruktur 
mendukung 
penanganan 
pembangunan 
ekonomi untuk kalteng 
bermartabat 

Pemanfaatan keunggulan 
kompetitif daerah yang 
didukung oleh penciptaan iklim 
investasi yang kondusif 

 Penguatan ekonomi     
kerakyatan sejalan dengan 
pengembangan industri-
industri yang mengelola 
kekayaan SDA secara optimal 
dan berkelanjutan serta 
bermitra dengan UMKM dan 
menyerap tenaga kerja lokal 
yang terampil dan kompeten 

 Pengembangan   layanan   
infrastruktur wilayah yang 
merata keseluruh wilayah 
termasuk sarana dan 
prasarana pendidikan dan 
kesehatan serta fasilitas sosial 
dan fasilitas umum 

Mengembangkan     
konektivitas     
destinasi pariwisata, 
pengembangan 
ekonomi hijau dan 
sertifikat masyarakat 
adat untuk Kalteng 
Elok 

Penguatan   ekonomi     
kerakyatan sejalan dengan 
pengembangan industri-
industri yang mengelola 
kekayaan SDA secara optimal 
dan berkelanjutan serta 
bermitra dengan UMKM dan 
menyerap tenaga kerja lokal 
yang terampil dan kompeten 
Pengembangan   layanan   
infrastruktur wilayah yang 
merata keseluruh wilayah 
termasuk sarana dan 
prasarana pendidikan dan 
kesehatan serta fasilitas sosial 
dan fasilitas umum 

6. Membangun 
Lingkungan 
Hidup, 
Meningkatkan 
Ketahanan 
Bencana, dan 
Perubahan Iklim 

Mengembangkan     
konektivitas     
destinasi pariwisata, 
pengembangan 
ekonomi hijau dan 
sertifikat masyarakat 
adat untuk Kalteng 
Elok 

Penguatan   ekonomi     
kerakyatan sejalan dengan 
pengembangan industri-
industri yang mengelola 
kekayaan SDA secara optimal 
dan berkelanjutan serta 
bermitra dengan UMKM dan 
menyerap tenaga kerja lokal 
yang terampil dan kompeten 
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Pengembangan   layanan   
infrastruktur wilayah yang 
merata keseluruh wilayah 
termasuk sarana dan 
prasarana pendidikan dan 
kesehatan serta fasilitas sosial 
dan fasilitas umum 

7. Memperkuat 
Stabilitas 
Polhukhankam 
dan Transformasi 
Pelayanan Publik 

Memperkuat Stabilitas 
Polhukhankam dan 
transformasi 
Pelayanan Publik 

Pemanfaatan keunggulan 
kompetitif daerah yang 
didukung oleh penciptaan iklim 
investasi yang kondusif 

Sumber : RKPD Kabupaten Sukamara Tahun 2023 

 

 

3.2.1 Lain-lain Asumsi 

Ada beberapa hal yang bukan kegiatan langsung ekonomi, namun 

dampaknya dapat berimplikasi terhadap kondisi ekonomi lokal dan patut 

dipertimbangkan dalam kebijakan penyusunan RAPBD Tahun 2023, 

antara lain : 

a. Mempertahankan alokasi pendanaan untuk fungsi pendidikan 

sehingga tetap memenuhi proporsi sebasar 20% dari APBD sesuai 

dengan yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku; 

b. Penambahan alokasi dana untuk urusan kesehatan dalam rangka 

secara konsisten dan berkesinambungan memenuhi proporsi 

sebagaimana yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-

undangan yang berlaku yaitu minimal sebesar 10%; 

c. Mengalokasikan anggaran untuk APIP yang ditetapkan sebesar 1% 

dari total belanja daerah, dalam rangka penguatan dan pengawasan 

inspektorat daerah; 

d. Dana Transfer (DTU) diarahkan penggunaanya, yaitu paling sedikit 

40 % untuk infrastruktur pelayanan publik yang langsung terkait 

dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan 

ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi 

kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan 

publik antar daerah; 

e. Alokasi dana desa (ADD) paling sedikit 10 % dari dana perimbangan 

yang diterima Kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus; 

f. Perlunya antisipasi terhadap terjadinya bencana alam/non alam dan 

bencana sosial yang sewaktu-waktu terjadi sehingga perlunya 

penganggaran yang memadai untuk mengantisipasi kondisi tersebut. 
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 BAB IV  

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH 

 Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang 

bersangkutan. Pendapatan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 

Tahun 2019 terdiri atas: a) pendapatan asli daerah, b) pendapatan transfer, 

c) lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan daerah yang 

dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 meliputi semua penerimaan 

uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan 

penerimaan lainnya yang sesuai degan ketentuan peraturan perundang-

undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah 

dalam 1 (satu) tahun anggaran. 

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah dalam 

penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 terkait dengan pendapatan daerah 

adalah sebagai berikut:  

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan 

Untuk Tahun Anggaran 2023 

Kebijakan perencanaan daerah dapat diuraikan sebagai berikut : 

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)  

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan 

memperhatikan kebijakan sebagai berikut: 

a) Penganggaran pajak daerah daerah:  

(1) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah 

berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

(2) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus 

didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah 

di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta 

memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan 

rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat 

inflasi tahun 2023 yang dapat mempengaruhi target pendapatan 

pajak daerah dan retribusi daerah.  

(3) Dalam   rangka   mengoptimalkan   pajak   daerah   dan 

retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan 

pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu   

rangkaian   kegiatan   mulai   dari penghimpunan data   objek   

dan   subjek   pajak   atau retribusi, penentuan besarnya pajak 

atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak 

atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi   serta 

pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi. 

(4) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan 

Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang 
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dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk 

mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta 

peningkatan moda dan sarana transportasi umum. 

(5) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, baik 

bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan 

paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai 

pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh 

aparat yang berwenang. 

(6) Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional 

(JKN), pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang 

bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi 

maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima 

persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak 

rokok bagian hak masing-masing Daerah 

provinsi/kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan 

kesehatan nasional. 

(7) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan 

Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan. 

(8) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa 

pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk 

mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan 

UMKM. 

(9) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau yang 

disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di 

luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(10) Larangan pemerintah daerah melakukan pungutan:  

1) yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi;  

2) menghambat mobilitas penduduk;  

3) lalu lintas barang dan jasa antar daerah; 

4) kegiatan impor/ekspor, dan 

5) yang tidak sesuai dengan kebijakan penyesuaian tarif pada 

proyek strategis nasional (PSN) tertentu. 

(11) Dalam Rangka mendukung program prioritas nasional berupa 

proyek strategis nasional, Pemerintah Daerah melaksanakan 

pemungutan pajak dan/atau retribusi mengikuti penyesuaian 

besaran tariff yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

 

b) Penganggaran Retribusi Daerah: 

(1) Penetapan target retribusi daerah harus didasarkan pada data 

potensi retribusi daerah di masing-masing provinsi dan 

kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, 
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seperti pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2023 

dan tarif retribusi bersangkutan yang dapat mempengaruhi target 

pendapatan retribusi daerah. 

(2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum 

ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang 

bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan 

efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut sesuai dengan 

ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

(3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi 

jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh 

keuntungan yang layak sesuai dengan ketentuan Pasal 153 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah. 

(4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan 

tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau 

seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang 

bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. 

(5) Penetapan target penerimaan daerah yang bersumber dari 

retribusi pelayanan persampahan/kebersihan memperhatikan 

tarif retribusi bersangkutan. 

(6) Perhitungan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan 

mempertimbangkan biaya penanganan sampah sesuai dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Tata cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan 

Penanganan Sampah. 

(7) Dalam rangka mengoptimalkan retribusi daerah, Pemerintah 

Daerah secara bertahap harus melakukan pengelolaan retribusi 

dengan berbasis teknologi informasi. 

(8) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari retribusi 

pengendalian lalu lintas dialokasikan untuk mendanai 

peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan 

angkutan umum. 

(9) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari retribusi 

pelayanan kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh 

perangkat daerah atau unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) yang belum menerapkan Badan Layanan Umum 

Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok 

pendapatan PAD, jenis pendapatan retribusi daerah, objek 
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pendapatan retribusi jasa umum, rincian objek pendapatan 

retribusi pelayanan kesehatan dan sub rincian objek pendapatan 

sesuai dengan kode rekening berkenaan. 

(10) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi 

diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung 

dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan sesuai 

dengan ketentuan Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

c) Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. 

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan 

penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Kebijakan 

penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

Tahun Anggaran 2023 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang 

dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau 

manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi: 

(a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu 

berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan 

Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah; 

(b) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi 

sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu; 

(c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu 

sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;  

(d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam 

jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi 

yang bersangkutan; dan/atau 

(e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari 

investasi pemerintah daerah; 

sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-

udangan. 

d) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah 

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain 

pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian 

objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas: hasil penjualan BMD 

yang tidak dipisahkan; hasil pemanfaatan BMD yang tidak 

dipisahkan; hasil kerja sama daerah; jasa giro; hasil pengelolaan 

dana bergulir; pendapatan bunga; penerimaan atas tuntutan ganti 

kerugian Keuangan Daerah; penerimaan komisi, potongan, atau 

bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, 

asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk 

penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang 

pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau 

dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah; penerimaan 
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keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang 

asing; pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; 

pendapatan denda pajak daerah; Pendapatan denda retribusi daerah; 

pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; pendapatan dari 

pengembalian; pendapatan dari BLUD; dan pendapatan lainnya 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, 

pemerintah daerah dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan barang 

milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah 

(BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) 

dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai peraturan 

perundang-undangan mengenai barang milik daerah.  

2) Pendapatan Transfer 

Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya. Penganggaran 

pendapatan transfer memperhatikan kebijakan sebagai berikut : 

(1) Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas objek : 

(a) Dana Perimbangan terdiri atas rincian objek : 

i. Dana Transfer Umum, Dana Bagi Hasil (DBH)  

i) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak 

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari 

Pajak terdiri atas DBHPajak Bumi dan Bangunan (DBH-

PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-

Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh 

Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam 

Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling 

tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam 

Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun 

Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan 

mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 atau 

informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun 

Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal 

Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan 

kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, 

diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 

3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata 

pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu 

Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 

Anggaran 2019. 

Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian 

APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri 

Keuangan mengenai alokasi DBH-Pajak ditetapkan 

dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi 

mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 
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melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan 

setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 

2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan 

alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah 

tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau 

ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi 

Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan 

APBD Tahun Anggaran 2023.  

 

ii) Dana Transfer Umum, Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil 

Tembakau (DBH-CHT)  

Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-

CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan 

dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian 

DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun 

Anggaran 2023. 

Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai 

Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota 

Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan, penganggaran 

pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata 

pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun 

Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun 

Anggaran 2018.  

Dalam hal; 1) Peraturan Menteri Keuangan 

mengenai rincian alokasi DBH-CHT menurut provinsi/ 

kabupaten/kota ditetapkan dan/atau terdapat 

perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai rincian 

alokasi DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota 

Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian 

Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah 

tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, 

Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-

CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan 

Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 

2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk 

selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang 

perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung 

dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan 

perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. 

 

iii) Dana Transfer Umum, Dana Bagi Hasil yang bersumber 

dari Sumber Daya Alam 

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari 

Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari DBH-

Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, 
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DBH-Pertambangan Minyak Bumi, DBH-Pertambangan 

Gas Bumi, DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan DBH-

Perikanan; dianggarkan paling tinggi sesuai dengan 

alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden 

mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau 

Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA 

Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai 

alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 yang 

dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan 

dengan memperhatikan kemungkinan realisasi 

penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan 

mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun 

terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan 

DBH-SDA 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 

2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018.  

Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian 

APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri 

Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA ditetapkan 

dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi 

mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 

melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan 

setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 

2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus 

menganggarkan alokasi DBH-SDA dimaksud pada 

Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 

Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi 

Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan 

APBD Tahun Anggaran 2023. Apabila terdapat 

pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 

seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun 

sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 

2023, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam 

Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 

atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang 

tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 

2023. 

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun 

Anggaran 2023 seperti pendapatan kurang salur tahun-

tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun 

Anggaran 2022, pendapatan lebih tersebut dianggarkan 

dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 

Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi 

Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan 

APBD Tahun Anggaran 2023. 
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Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun 

Anggaran 2023 dianggarkan sesuai dengan Peraturan 

Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 

atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi 

Dana Tambahan DBHMinyak dan Gas Bumi Tahun 

Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi 

Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun 

Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal 

Kementerian Keuangan. 

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN 

Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan 

mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas 

Bumi Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan atau 

informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-

Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 yang 

dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan 

belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan 

DBHMinyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada 

realisasi rata-rata pendapatan Tambahan DBH-Minyak 

dan Gas Bumi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun 

Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 

Anggaran 2019. 

Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian 

APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri 

Keuangan mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-

Minyak dan Gas Bumi ditetapkan dan/atau terdapat 

perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi 

Dana Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi Tahun 

Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan 

dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD 

Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah 

harus menyesuaikan Dana Tambahan DBHMinyak dan 

Gas Bumi dimaksud dengan melakukan perubahan 

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 

Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada 

Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam 

Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun 

Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi 

Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan 

APBD Tahun Anggaran 2023. 

Dana Transfer Umum, Pendapatan DBHPajak, DBH-

CHT dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah 

otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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iv) Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum (DAU) 

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang 

dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan 

keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan 

daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan 

Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun 

Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi 

DAU Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui 

portal Kementerian Keuangan.  

Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum 

ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU 

Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian 

Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran 

pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun 

Anggaran 2022.  

Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian 

APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri 

Keuangan mengenai alokasi DAU ditetapkan dan/atau 

terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai 

alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 melalui portal 

Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan 

Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, 

Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU 

dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan 

APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA 

bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan 

perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. 

 

ii. Dana Tansfer Khusus 

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang 

dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai 

kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah 

daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan 

dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan antara lain 

DAK Fisik; dan DAK Non Fisik. 

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud 

dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai 

Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi 

mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 

2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian 

Keuangan. 
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Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS 

disepakati kepala daerah bersama DPRD sebelum 

Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun 

Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai 

alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 

melalui portal Kementerian Keuangan belum 

dipublikasikan, penganggaran Dana Transfer Khusus 

langsung dituangkan dalam rancangan Perda tentang 

APBD Tahun Anggaran 2023. 

Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian 

APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri 

Keuangan mengenai alokasi Dana Transfer Khusus 

ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) 

informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus 

Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian 

Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah 

tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, 

Pemerintah Daerah harus menganggarkan Dana Transfer 

Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan 

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 

Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada 

Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam 

Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun 

Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi 

Pemerintah Daerah yang tidak melakukan atau telah 

melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. 

 
(b) Dana Insentif Daerah 

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang 

dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu 

berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk 

memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau 

pencapaian kinerja tertentu.  

Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan 

sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN 

Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan 

mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah 

Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai 

alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 yang 

dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.  

Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian 

APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri 

Keuangan mengenai alokasi Dana Insentif Daerah 

ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi 

resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun 
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Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan 

dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD 

Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah 

menganggarkan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud 

dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah 

tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan 

diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya 

dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan 

APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA 

bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan 

APBD Tahun Anggaran 2023. 

Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang 

bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus 

berpedoman pada pada Peraturan Menteri Keuangan 

mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah. 

 
(c) Dana Desa (DD) 

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan 

bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa 

dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan 

Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 

atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun 

Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal 

Kementerian Keuangan.Apabila Peraturan Presiden 

mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 belum 

ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana 

Desa Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian 

Keuangan belum dipublikasikan, maka penganggaran Dana 

Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa 

Tahun Anggaran 2022.  

Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian 

APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri 

Keuangan mengenai alokasi Dana Desa ditetapkan dan/atau 

terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai 

alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 melalui portal 

Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan 

Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, 

Pemerintah Daerah harus menyesuaikan dana desa 

dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala 

Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 

dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk 
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selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang 

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung 

dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan 

perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. 

 

(2) Tranfer Antar Daerah, terdiri atas: 

(a) Pendapatan bagi hasil 

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber 

dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah 

daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi 

Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada 

penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD 

pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2023. 

Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun 

Anggaran 2023 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun 

Anggaran 2023, penganggarannya didasarkan pada 

penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 

dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah 

Tahun Anggaran 2022. 

Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota 

yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat 

pelampauan target Tahun Anggaran 2022, dituangkan dalam 

Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau 

ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak 

melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. 

(b) Pendapatan Bantuan Keuangan 

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang 

diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka 

kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan 

keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah 

provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya. 

Bantuan keuangan yang berasal dari provinsi dan/atau 

kabupaten/kota, terdiri atas: 

i) Bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang 

diterima dari daerah lainnya dalam rangka kerja sama 

daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan 

keuangan. 

ii) Bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang 

diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu. 

Pendapatan bantuan keuangan tersebut dianggarkan 

dalam APBD penerima bantuan keuagan berdasarkan pada 

ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu: 

i) bantuan keuangan umum dari daerah provinsi; 
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ii) bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi; 

iii) bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; 

dan 

iv) bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota. 

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan 

keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Perda 

tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka 

pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan 

dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun 

Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah 

daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun 

Anggaran 2023. 

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan 

keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Perda 

tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka 

pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan 

bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan 

Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 

dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk 

selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD 

Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi 

pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD 

Tahun Anggaran 2023. 

 

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah 

selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Kebijakan 

penganggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah memperhatikan 

kebijakan:  

1) Pendapatan Hibah 

Pendapatan hibah merupakan bantuan berupa uang, 

barang dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, 

pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam 

negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang 

peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yag 

mnejadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Pendapatan hibah berupa uang dari Pemerintah Pusat 

kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBN 

dianggarkan berdasarkan Surat Penetapan Pemberian Hibah 

atau Surat Persetujuan Pemberian Hibah. 

2) Dana Darurat 
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Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN 

yang diberikan kepada Pemerintah Daerah pada tahap pasca 

bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang 

diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh 

Pemerintah Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk 

mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani 

masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Pendapatan dana darurat dianggarkan sepanjang sudah 

diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN 

Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan 

mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2023. 

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN 

Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan 

mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2023 

ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 

Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan 

dana darurat dimaksud dengan melakukan perubahan 

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun 

Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, 

untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah 

tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau 

ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak 

melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. 

3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

Penganggaran lain-lain pendapatan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain meliputi 

Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri 

yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun 

Anggaran 2023 dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana 

Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah yang 

berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, 

masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri 

yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), 

Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 

Mempertimbangkan dinamika perekonomian dan kondisi 

keuangan daerah Kabupaten Sukamara, maka proyeksi keuangan 

daerah dan kerangka pendanaan untuk tahun 2023 disajikan dalam 

tabel berikut: 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.1  

Pendapatan TA 2022 dan Prakiraan TA 2023 

Kode Uraian Tahun 2022 Tahun 2023 
Bertambah/                 

(Berkurang) 

1 2 3 4 5 = (4 - 3) 

4 PENDAPATAN DAERAH 633.279.317.496,00 680.504.012.085,00 47.224.694.589,00 

4.1 
PENDAPATAN ASLI 
DAERAH 

37.526.010.168,00 38.039.964.086,00 513.953.918,00 

4.1.01 
Pendapatan Pajak 
Daerah 

5.891.000.000,00 6.354.000.000,00 463.000.000,00 

4.1.02 
Pendapatan Retribusi 
Daerah 

2.411.807.864,00 2.232.895.104,00 (178.912.760,00) 

4.1.03 

Pendapatan Hasil 
Pengelolaan Kekayaan 
Daerah yang 
Dipisahkan 

11.726.286.782,00 11.362.978.182,00 (363.308.600,00) 

4.1.04 
Lain-lain Pendapatan 
Asli Daerah yang Sah 

17.496.915.522,00 18.090.090.800,00 593.175.278,00 

     

4.2 
PENDAPATAN 
TRANSFER 

591.935.077.916,00 637.666.264.389,00 45.731.186.473,00 

 
Pendapatan Transfer 

Pusat 
569.774.856.000,00 609.772.010.000,00 39.997.154.000,00 

4.2.01 Dana Bagi Hasil 47.522.968.000,00 119.586.337.000,00 72.063.369.000,00 

4.2.02 
Dana Alokasi Umum 
(DAU) 

382.001.321.000,00 397.543.187.000,00 15.541.866.000,00 

4.2.03 
Dana Alokasi Khusus 
Fisik 

73.204.707.000,00 27.369.829.000,00 (45.834.878.000,00) 

4.2.03 
Dana Alokasi Khusus 
Non Fisik 

39.666.637.000,00 39.777.956.000,00 111.319.000,00 

4.2.04 Dana Insentif Daerah 2.399.568.000,00 0,00 (2.399.568.000,00) 

4.2.05 Dana Desa 24.979.655.000,00 25.494.701.000,00 515.046.000,00 

 Pendapatan Transfer 

Antar Daerah 
22.160.221.916,00 27.894.254.389,00 5.734.032.473,00 
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4.2.06 Pendapatan Bagi Hasil 22.160.221.916,00 27.894.254.389,00 3.234.032.473,18 

          

4.3 

LAIN-LAIN 

PENDAPATAN DAERAH 
YANG SAH 

3.818.229.412,00 4.797.783.610,00 979.554.198 

4.3.03 
Pendapatan Dana 
Kapitasi JKN pada FKTP 
Non BLUD 

3.818.229.412,00 4.797.783.610,00 979.554.198 

Sumber : TAPD, 2022 
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BAB V 

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH 

 

5.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah  

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang 

tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui 

sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 

1 (satu) tahun anggaran. 

Belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan :       

(1) Kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, dilaksanakan 

dengan menyusun prakiraan maju yang dilakukan secara bertahap;  

(2) Penganggaran terpadu, berisi perkiraan kebutuhan anggaran 

untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam 

tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan;  

(3) Penganggaran berbasis kinerja, dilakukan dengan memperhatikan 

keterkaitan antra pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari 

kegiatan/sub kegiatan, hasil dan manfaat yang dimanfaatkan, dan 

efisiensi dalam pencapaian hasil keluaran. 

Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan daerah 

sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada 

pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait 

dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran 

pembangunan. 

Belanja untuk kebutuhan perintahan wajib yang terkait dengan 

pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk 

pencapian standar pelayanan minimal. Belanja daerah dapat 

dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang 

tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan 

pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan 

pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik. 

Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan 

berdasarkan target kinerja pelayanan publik masing-masing urusan 

pemerintahan dan tidak dilakukan berdasarkan petimbangan 

pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi 

anggaran pada tahun anggaran sebelumnya. Dalam rangka 

memfokuskan pencapaian target pelayanan publik perangkat daerah 

tidak harus menganggarkan seluruh program dan kegiatan yang 

menjadi kewenangan daerah. 

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas 

pembangunan nasional tahun 2023 sesuai dengan kewenangan 

masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan 

urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan 

kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penanganan 

Corona Virus Disease 19 dan dampaknya terutama penerapan tatanan 

normal baru, produktif dan aman Corona Virus Disease 19 di berbagai 

aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan 
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ekonomi. 

Dukungan penanganan pandemi Corona Virus Disease 19 dan 

dampaknya dengan fokus pelayanan kesehatan : 

1. optimalisasi pencegahan dengan melakukan screening test dan 

traching dan tracking, sistem surveilans penyakit terintegrasi dan 

real time, penguatan kapasitas pengujian di laboratorium; 

2. optimalisasi fasilitas kesehatan dan farmalkes dengan memenuhi 

APD, ruang isolasi dan alat test, ruang rawat, ruang ICU, ruang 

isolasi mandiri, dan manajemen kasus/tata laksana yang jelas; 

3. peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dengan memenuhi jumlah 

tenaga kesehatan, beserta insentifnya; 

4. efisiensi pemanfaatan pembiayaan kesehatan. 

Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, 

analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar harga mencakup 

standar harga untuk belanja operasi dan standar kinerja ASN pada 

Pemerintah Daerah. Standar harga untuk belanja operasi disusun 

berdasarkan standar harga satuan regional dengan 

mempertimbangkan kebutuhan, kepatutan, dan kewajaran. 

Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas: 

a) Urusan Pemerintahan Wajib, terdiri atas : 

1) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Terkait Pelayanan Dasar 

 Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar 

dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal. 

Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, 

meliputi: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan 

penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan 

permukiman; ketentraman, ketertiban umum, dan 

pelindungan masyarakat; dan sosial. 

2) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Terkait Pelayanan 

Dasar. 

 Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan 

dasar   dialokasikan   sesuai   dengan   kebutuhan   daerah. 

Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan 

dasar, meliputi: tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan 

pelindungan anak ; pertanahan; lingkungan hidup; 

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 

pemberdayaan masyarakat dan desa; pengendalian penduduk 

dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan 

informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah; 

penanaman modal; kepemudaan dan olah raga; statistik; 

persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan. 

b) Urusan Pemerintahan Pilihan 

urusan pemerintahan pilihan yang dialokasikan sesuai dengan 

prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Urusan 
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pemerintahan pilihan, meliputi : kelautan dan perikanan; 

pariwisata; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya 

mineral; Perdagangan; perindustrian; dan transmigrasi. 

c) Unsur Pendukung, meliputi Sekretariat Daerah dan Sekretariat 

DPRD. 

d) Unsur Penunjang, meliputi : Perencanaan; Keuangan; 

Kepegawaian; Pendidikan dan Pelatihan ; Penelitian dan 

Pengembangan; Penghubung; dan Pengelolaan Perbatasan Daerah. 

e) Unsur Pengawas yaitu Inspektorat; 

f) Unsur Kewilayahan, Meliputi : Kabupaten/Kota Administrasi; dan 

Kecamatan. 

g) Unsur Pemerintahan Umum yaitu Kesatuan Bangsa dan Politik. 

h) Unsur Kekhususan. 

Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan 

pemerintahan daerah tertentu yang besarannya telah ditetapkan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah yang 

berasal dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan 

penggunaanya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai kententuan 

peraturan perundang-undangan. Dalam hal Daerah tidak memenuhi 

alokasi belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah, menteri 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan 

melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana 

Transfer Umum, setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri 

teknis terkait. 

Struktur belanja daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 

12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diuraikan 

sebagai berikut : 

1) Belanja Operasi 

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan 

sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka 

pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis : 

a) Belanja Pegawai 

(1) Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan 

kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah, wakil 

kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai 

ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar 

tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 

30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.  

(3) Belanja pegawai tidak termasuk belanja untuk tambahan 

penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan 

profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber 

dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya.  

(4) Dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 

30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan 

porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 
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5 (lima) tahun.  

(5) Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang 

representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai 

ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota 

DPRD serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, 

insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi 

daerah/Jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam 

peraturan perundang-undangan, dan honorarium.  

(6) Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi : 

(a) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan 

pada belanja SKPD Sekretariat Daerah; 
(b) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja 

SKPD Sekretariat DPRD; dan 
(c) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD 

bersangkutan. 
(7) Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud 

memperhatikan ketentuan : 
(a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN 

disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan 

gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji 

ketiga belas dan tunjangan hari raya. 

(b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan 

pengangkatan Calon ASN (PNS dan PPPK) sesuai dengan 

formasi pegawai Tahun 2023. 

(c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan 

kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan 

keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan 

acress yang besarnya maksimum 2% (dua persen) dari 

jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan. 

(d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi 

kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan 

anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK dibebankan 

pada APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan 

kerja dan kematian bagi kepala daerah/wakil kepala 

daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN, 

dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang 

berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(f) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai 

ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan 

memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Penentuan kriteria 

pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan 

pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, 

kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, 
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dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian 

tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah 

ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan 

berpedoman pada peraturan pemerintah.  

Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan 

penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud 

memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan 

dan kewajaran serta rasionalitas.  

Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah 

dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan 

penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat 

persetujuan Menteri Dalam Negeri. Persetujuan Menteri 

diberikan setelah mendapatkan pertimbangan dari 

Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang 

keuangan. 

Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah 

menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi 

pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan 

Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri. 

Selanjutnya persetujuan diajukan melalui Direktur 

Jenderal Bina Keuangan Daerah dengan menggunakan 

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri, dengan kebijakan TPP 

untuk tahun anggaran 2023, dengan ketentuan: 

i) Alokasi anggaran TPP sama dengan tahun anggaran 

sebelumnya; 

ii) Alokasi TPP dapat melebihi alokasi tahun anggaran 

sebelumnya sepanjang: 

(i) merupakan hasil realokasi anggaran belanja 

pegawai dalam APBD, antara lain uang lembur 

dan/atau kompensasi lain yang diatur dalam 

peraturan perundangundangan yang diterima 

pegawai ASN pada tahun anggaran 2023; 

(ii) merupakan pemberian TPP berdasarkan kriteria 

kondisi kerja kepada perangkat daerah yang 

terkait langsung dalam upaya pencegahan dan 

penanganan Corona Virus Disease 19, meliputi 

SKPD yang melaksanakan urusan kesehatan, 

SKPD yang melaksanakan urusan pengawasan, 

SKPD yang melaksanakan urusan pengelolaan 

keuangan, SKPD yang melaksanakan urusan 

perencanaan daerah, SKPD yang melaksanakan 

urusan trantibumlinmas, SKPD yang 

melaksanakan urusan perhubungan, dan SKPD 

lainnya sesuai kebijakan kepala daerah. 

(iii) Alokasi anggaran TPP yang diberikan kepada 
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pejabat dan pegawai Inspektorat Daerah lebih 

besar daripada perangkat daerah lain dan lebih 

kecil dari Sekretariat Daerah yang ditetapkan 

oleh kepala daerah. 

iii)  Persetujuan diajukan setelah Pemerintah Daerah 

melakukan validasi perhitungan pemberian 

tambahan penghasilan dengan memperhatikan tata 

cara persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap 

tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil 

negara di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(g) Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan 

Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus 

Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari 

APBN Tahun Anggaran 2023 melalui DAK Non Fisik, 

merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan 

berdasarkan pertimbangan objektif lainnya. 

(h) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

(i) Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah 

Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah 

Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang 

melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan 

perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu 

unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan 

pertimbangan objektif lainnya.  

(j) Penganggaran Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang 

menghasilkan pendapatan merupakan tambahan 

penghasilan yang dapat diberikan sebagai penghargaan 

atas kinerja tertentu yang melaksanakan pemanfaatan 

Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
(k) Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah 

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 

Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif 

dan/atau Tunjangan kepada Pejabat Atau Pegawai yang 

Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah, 

diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan 

tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif 

lainnya. 

(l) Penganggaran Honorarium memperhatikan asas 

kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam 

pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan 
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kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka 

mencapa I target kinerja kegiatan dimaksud. 

i. Penganggaran honorarium memperhatikan penetapan 

honorarium yang diatur dalam Peraturan Presiden 

Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga 

Regional (SHSR). 

ii. Kepala daerah dapat menetapkan standar honorarium 

selain SHSR tersebut di atas, dengan memperhatikan 

prinsip efisiensi, efektifitas, kepatuhan, dan kewajaran 

dengan mempedomani ketentuan pasal 3 ayat (2) 

Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang 

Standar Satuan Harga Regional. 

iii. Honorarium yang diatur dalam Peraturan Presiden 

Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga 

Regional dan honorarium lainnya yang diterima ASN 

diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan 

tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan 

objektif lainnya. 

(m) Larangan pemerintah daerah menganggarkan sub kegiatan 

yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, 

objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub 

rincian objek belanja honorarium ASN. 

(n) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan dalam jenis 

belanja pegawai untuk tenaga non ASN dikarenakan 

belanja pegawai hanya diperuntukan bagi ASN Daerah, 

PPPKD, Kepala Daerah dan DPRD. 

 

b) Belanja Barang dan Jasa 

Belanja barang dan jasa digunakan untuk meanggarkan 

pengadaan barang / jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 

(dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan 

atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam 

rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan 

Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang 

tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait . 

Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja 

barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan 

dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada 

Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat. kebijakan penganggaran 

belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

(a) Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan 

pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak 

habis pakai, dan barang bekas dipakai. 

i. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan 

dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas 

pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan 

yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan 

volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa 
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persediaan barang Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

ii. Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada 

masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas 

kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam 

pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan 

sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub 

kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub 

kegiatan dimaksud. 

iii. Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan 

kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka 

melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan 

Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala 

Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam 

RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

iv. Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan 

kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain pada tahun 

anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga 

beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada 

masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh 

belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan 

sampai siap diserahkan. 

(b) Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan 

jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan yang 

dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa 

keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan 

kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan dan 

pencapaian target kinerjanya. Belanja Jasa terdiri atas: 

i. Penganggaran Jasa Kantor Meliputi : 

i) Penganggaran honorarium sebagai imbalan yang 

diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan 

penugasan dan besarannya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 
ii) Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan 

kepada ASN dan Non ASN berdasarkan 

keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam 

perjanjian/penugasan dan besarannya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 
iii) Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan 

kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain 

listrik, air, telepon, internet dan jasa-jasa lainnya; 
iv) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik 

daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
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ii. Penganggaran Iuran Jaminan/Asuransi meliputi: 

i) Pemerintah Daerah menganggarkan untuk Jaminan 

Kesehatan selaku pemberi kerja untuk 

pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah 

dianggarkan dalam APBD antara lain : 

(i) Kepala Desa dan Perangkat desa; serta 

(ii) Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah 

(PNPNSD); 

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

ii) Dalam rangka menjamin keberlangsungan dan 

kesehatan keuangan Jaminan Kesehatan : 

(i) Pemerintah Provinsi berkontribusi dalam 

membayar luran bagi Peserta PBI Jaminan 

Kesehatan sesuai kapasitas fiskal daerah 

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang 

menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan 

kesehatan; 

(ii) Pemerintah Daerah menganggarkan luran dan 

bantuan iuran bagi penduduk yang didaftarkan 

oleh Pemerintah Daerah; 

(iii) Selain itu Pemerintah Daerah juga menganggarkan 

Bantuan luran bagi penduduk yang mendaftar 

secara mandiri dengan manfaat pelayanan di 

Ruang Perawatan Kelas III sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

iii) Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage 

(UHC), Pemerintah Daerah dapat menganggarkan 

iuran bagi seluruh penduduk yang didaftarkan oleh 

Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan 

diruang perawatan kelas III selain peserta Jaminan 

Kesehatan Nasional yaitu Pekerja Penerima Upah 

(PPU) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Selanjutnya 

Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi 

Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan 

Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan 

kesehatan bagi seluruh penduduk. 

iv) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan 

penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan 

oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan 

kesehatan berupa medical check up, kepada :  

(i) Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 

(satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk 

keluarga (satu istri/suami dan dua anak), 

dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan 

pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai 
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dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(ii) pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) 

kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk 

istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk 

program dan kegiatan pada SKPD yang secara 

fungsional terkait sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan, dilakukan di 

dalam negeri dengan tetap memprioritaskan 

Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah 

Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit 

Umum Pusat terdekat. 

v) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non 

ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran 

jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga non ASN yang 

dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak 

sebagai perlindungan atas risiko kecelakaan kerja 

atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, 

santunan, dan tunjangan cacat sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

vi) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 

digunakan untuk menganggarkan belanja iuran 

jaminan kematian bagi tenaga non ASN yang 

dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak 

sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan 

akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

vii) Penganggaran sewa terdiri atas sewa tanah, sewa 

peralatan dan mesin, sewa gedung dan bangunan, 

sewa jalan, jaringan dan irigasi, dan sewa aset tetap 

lainnya; 

viii) Penganggaran Jasa Konsultansi khususnya untuk 

jasa konsultansi non konstruksi, sedangkan jasa 

konsultansi kontruksi mengikuti konsep full costing 

atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja 

modal adalah sebesar harga beli/bangun aset 

ditambah seluruh belanja yang terkait dengan 

pengadaan/pembangunan aset sampai siap 

digunakan. 

ix) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan jasa 

konsultansi untuk konsultansi kontruksi apabila 

diamanatkan lain oleh ketentuan peraturan 

perundangan-undangan dan diakui sebagai 

Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangan-undangan. 
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x) Penganggaran beasiswa pendidikan PNS, kursus, 

pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan 

teknis meliputi :  

i. Penyediaan anggaran beasiswa pendidikan bagi 

PNS sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

ii. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, 

sosialisasi dan bimbingan teknis atau sejenisnya 

yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi 

pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah, 

pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur lainnya 

yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan, diprioritaskan 

pelaksanaannya pada masing-masing wilayah 

provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. 

(i) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, 

sosialisasi dan bimbingan teknis atau 

sejenisnya yang terkait dengan peningkatan 

kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi 

dan efektifitas penggunaan anggaran daerah 

serta tertib anggaran dan administrasi dengan 

memperhatikan aspek urgensi, kualitas 

penyelenggaraan, muatan substansi, 

kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan 

pelayanan penyelenggara serta manfaat yang 

akan diperoleh. 

(ii) Dalam hal terdapat kebutuhan untuk 

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, 

bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, 

lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat 

diselenggarakan di luar wilayah 

provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. 

(iii) Dalam rangka memutus mata rantai penularan 

Corona Virus Disease 19, penerapan protokol 

pencegahan penularan Corona Virus Disease 

19 serta penerapan tatanan normal baru, 

produktif dan aman Corona Virus Disease 19 

di berbagai aspek kehidupan, baik aspek 

pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, 

penyelenggaraan rapat, pendidikan dan 

pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, 

workshop, lokakarya, seminar atau sejenis 

lainnya dapat dilaksanakan secara virtual 

berbasis teknologi informasi. 

(iv) Dalam hal penyelenggaraan rapat, pendidikan 

dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, 

workshop, lokakarya, seminar atau sejenis 

lainnya tidak dapat dilaksanakan secara 
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virtual berbasis teknologi informasi dengan 

pertimbangan antara lain keterbatasan 

dukungan sarana dan prasana teknologi dan 

infomasi, pelaksanaan kegiatan rapat, 

pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, 

sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau 

sejenis lainnya tersebut dapat dilakukan 

dengan tetap memperhatikan penerapan 

protokol pencegahan penularan Corona Virus 

Disease 19. 

xi) Penganggaran insentif pemungutan pajak daerah 

bagi pegawai non ASN, dan insentif pemungutan 

retribusi daerah bagi pegawai non ASN sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(c) Belanja Pemeliharaan  

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang 

berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna 

barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada 

daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah 

Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), 

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana 

Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi 

perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(d) Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan 

belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja 

perjalanan dinas luar negeri diuraikan: 
i. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri  

• Belanja Perjalanan Dinas Biasa digunakan untuk 

menganggarkan perjalanan dinas jabatan melewati batas 

kota dan perjalanan dinas pindah bagi pejabat daerah, 

pegawai negeri, pegawai tidak tetap dan pihak lain 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

• Belanja Perjalanan Dinas Tetap digunakan untuk 

menganggarkan perjalanan dinas tetap yang dihitung 

dengan memperhatikan jumlah pejabat yang 

melaksanakan perjalanan dinas. Pengeluaran oleh 

Pemerintah Daerah untuk pelayanan masyarakat. 

Contoh: perjalanan dinas oleh tenaga penyuluh 

pertanian, juru penerang, penyuluh agama, dan lainnya; 

• Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota digunakan untuk 

menganggarkan perjalanan dinas di dalam kota bagi 

pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan 

pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Terdiri atas perjalanan dinas 
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yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam dan 

perjalanan dinas yang dilaksanakan kurang dari 8 

(delapan) jam. Perjalanan dinas di dalam kota yang 

kurang dari 8 (delapan) jam hanya diberikan uang 

transport lokal termasuk pemberian uang transportasi 

pada masyarakat dalam rangka menghadiri rapat, 

seminar, dan sejenisnya; 

ii. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 

Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri digunakan 

untuk menganggarkan perjalanan dinas biasa yang 

dilaksanakan di luar negeri. Ketentuan mengenai 

standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi 

Pemerintah Daerah mengacu pada ketentuan peraturan 

perundang-undangan mengenai standar biaya masukan 

yang berlaku pada APBN sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 

2020 tentang Standar Satuan Harga Regional. 

iii. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri 

dan luar negeri memperhatikan ketentuan:  

• Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka 

kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan 

dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar 

negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah 

hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan 

target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud 

sehingga relevan dengan substansi kebijakan 

Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi 

banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

• ASN, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, 

pimpinan dan anggota DPRD dapat melakukan 

perjalanan keluar negeri. Perjalanan luar negeri 

mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara 

Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan 

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan 

Daerah. 

iv. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus 

memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai 

dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya meliputi: 

• Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai 

dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut 

hanya diberikan untuk gubernur/wakil gubernur, 

bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, 

pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang 

diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas 

setingkat pejabat pimpinan tinggi madya. 
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• Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya 

riil. 

• Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. 

Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak 

menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan 

lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya 

penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif 

hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan 

pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara 

lumpsum sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

• Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara 

lumpsum. 

• Biaya pemeriksaan kesehatan Corona Virus Disease 

19 (Genose/rapid test/PCR test/swab test) sesuai 

dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi 

Corona Virus Disease 19). 

v. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas 

dianggarkan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang 

Perjalanan Dinas. 

vi. Penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas 

tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. 

Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan 

dengan Peraturan Kepala Daerah. 

(e) Belanja Uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak 

Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk 

menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan 

Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 

memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan 

efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan 

sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu 

pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target 

kinerja sub kegiatan dimaksud. 

i. Belanja barang dan jasa berupa pemberian Uang yang 

diberikan kepada masyarakat/pihak lain diberikan dalam 

bentuk : (i) Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan; 

(ii) penghargaan atau suatu prestasi; (iii) pemberian 

beasiswa kepada masyarakat; (iv) penanganan dampak 

sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik 

pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan 

proyek strategis nasional dan non proyek strategis 

nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; (v) Transfer Ke Daerah dan Dana Desa yang 

penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangundangan; (vi) Bantuan 

fasilitasi premi asuransi pertanian; dan/atau (vii) Belanja 
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barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya yang 

diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. 

ii. Pengadaan belanja jasa yang akan diserahkan atau dijual 

kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka 

melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan 

Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala 

Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan 

dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan 

jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

iii. Pengadaan belanja jasa yang akan diserahkan kepada 

masyarakat/pihak ketiga/pihak lain pada tahun 

anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar 

harga beli yang akan diserahkan kepada pihak 

ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja 

yang terkait dengan pengadaan jasa sampai siap 

diserahkan. 

 

c) Belanja Subsidi 

Pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem 

Penyediaan Air Minum (SPAM), Pemerintah Daerah dapat 

menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD tersebut apabila 

telah menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata 

Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta 

Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD 

penyelenggara SPAM dengan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Dalam hal Kepala Daerah menetapkan tarif lebih kecil dari 

usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM 

yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan 

biaya secara penuh (full cost recovery), Pemerintah Daerah 

harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya 

melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari dewan 

pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Pemberian subsidi berupa bunga atau bagi hasil kepada 

usaha mikro kecil dan menengah pada perorangan tidak perlu 

dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. 

 

d) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial 

(1) Belanja hibah 

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat 

dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan 

keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan 

belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan 

Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, 
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Pemerintah Daerah Lainnya, Badan Usaha Milik Negara, 

BUMD, Badan dan lembaga, serta organisasi 

kemsayarakatan yang berbadan hokum Indonesia, serta 

partai politik.  

Penganggaran hibah kepada partai politik mempedomani 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 

tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam 

APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan 

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 

Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 78 tahun 2020 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 36 Tahun 2018 

tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam 

APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan 

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 

Keuangan Partai Politik. 

Pemberian Hibah bantuan keuangan kepada partai politik 

tidak dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah 

(NPHD) yang pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan Partai Politik sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 

Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara 

Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib 

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 

Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

78 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara 

Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib 

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 

Partai Politik. 

Belanja hibah dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi 

perangkat daerah terkait yaitu : 

i. Belanja Hibah terkait urusan dan kewenangan daerah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dianggarkan pada SKPD; 
ii. Belanja Hibah terkait hubungan antar lembaga 

pemerintahan dan/atau instansi vertikal sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan 

Pemerintahan Umum; 
iii. Belanja Hibah yang bukan urusan dan kewenangan 

Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 
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perundang-undangan yang mendukung program dan 

kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada 

Sekretariat Daerah. 

Alokasi anggaran belanja hibah dalam rangka menunjang 

program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah 

dicantumkan dalam RKPD Tahun 2023 berdasarkan hasil 

evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon 

penerima hibah, kecuali ditentukan lain sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dalam hal Pengelolaan hibah tertentu diatur lain dengan 

peraturan perundang-undangan, maka pengaturan 

pengelolaan hibah dikecualikan dari peraturan ini. 

Penganggaran belanja hibah dalam APBD Tahun Anggaran 

2023 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang 

mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan 

penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta 

monitoring dan evaluasi hibah, sebagaimana diamanatkan 

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

(2) Belanja Bantuan Sosial 

Belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD 

sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah 

memprioritaskan pemenuhan belanja urusan 

pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, 

kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Belanja bantuan sosial digunakan 

untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang 

dan/atau barang kepada : individu, keluarga, kelompok 

dan/atau masyarakat, yang mengalami resiko sosial, 

lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, 

keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk 

melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang 

mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampai 

resiko sosial. 

Belanja bantuan sosial sifatnya tidak secara terus menerus 

dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari 

kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam 

keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Bantuan sosial 

terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan 

sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. 

Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya 

dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang 

tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD 

yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan 

risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau 

keluarga yang bersangkutan. Pagu alokasi anggaran yang 
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tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu 

alokasi anggaran yang direncanakan, kecuali bantuan 

sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-

undangan. 

Pengecualian bantuan sosial yang diamanatkan oleh 

peraturan perundang-undangan antara lain amanat 

bantuan sosial dalam rangka penanganan pandemi Corona 

Virus Disease 19 dan dampaknya, pemberian uang duka 

bagi masyarakat miskin dengan kriteria dan besaran diatur 

dalam perkada yang merupakan pelaksanaan program dan 

kegiatan Pemerintah Daerah yang tercantum dalam 

RPJMD, serta keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-

tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, 

politik, bencana, dan fenomena alam sebagaimana 

dimaksud pada penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan 

Sosial. Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat 

direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja 

Tidak Terduga.  

Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat 

direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja 

Tidak Terduga.  

i. Belanja Bantuan Sosial terkait Urusan dan 

Kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dianggarkan pada 

SKPD; 

ii. Belanja Bantuan Sosial yang bukan Urusan dan 

Kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan 

Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat 

Daerah; 

Alokasi anggaran bantuan sosial dalam rangka menunjang 

program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah 

dicantumkan dalam RKPD Tahun 2023 berdasarkan hasil 

evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon 

penerima bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dalam hal Pengelolaan bantuan sosial tertentu diatur lain 

dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan 

pengelolaan bantuan sosial dikecualikan dari peraturan 

ini. 

Penganggaran bantuan sosial dalam APBD Tahun 

Anggaran 2023 mempedomani Peraturan Kepala Daerah 

yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan 

penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta 

monitoring dan evaluasi bantuan sosial, sebagaimana 

diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA 

 

  
Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2023  
 

               V-19 

undangan. 

 

2) Belanja Modal 

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran 

yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset 

lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria 

mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; 

digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan batas 

minimal kapitalisasi aset tetap. Dalam hal tidak memenuhi kriteria 

batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja 

barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam 

Peraturan Kepala Daerah. 

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja 

modal pada APBD Tahun Anggaran 2023 untuk pembangunan 

dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung 

dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan 

ekonomi daerah.  

2) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas: 

a) belanja modal tanah; 

belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan 

tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam 

kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi 

siap dipakai. 

b) belanja modal peralatan dan mesin; 

belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk 

menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan 

kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan 

peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa 

manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam 

kondisi siap pakai. 

c) belanja modal bangunan dan gedung; 

belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk 

menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh 

gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud 

untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah 

daerah dan dalam kondisi siap dipakai. 

d) belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan; 

belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk 

menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, 

jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah 

serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah 

dan dalam kondisi siap dipakai. 
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e) belanja aset tetap lainnya; 

belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan 

aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat 

dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai 

dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk 

kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi 

siap dipakai. 

f) belanja aset lainnya; 

belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset 

tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus 

disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai 

tercatatnya. 

3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap 

(biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal 

kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang 

memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam 

bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi 

atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

4) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

5) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, Pengadaan Tanah untuk 

Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) 

hektar, dapat dilakukan: 

(i) secara langsung oleh instansi yang memerlukan tanah 

dengan pihak yang berhak, dengan cara jual beli, tukar 

menukar, atau cara lain yang disepakati; atau 

(ii) dengan menggunakan tahapan pengadaan tanah. 

(iii) penetapan lokasi untuk tahapan diterbitkan oleh 

bupati/wali kota dengan mempedomani Pasal 126 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan 

Untuk Kepentingan Umum. 

Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan 
sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah 
berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, 
bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam 
negeri. 

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik 
daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik 
daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah 
yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan 
tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah 
yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik 
daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan 
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penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang 
baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan 
RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud 
berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau 
standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Kepala Daerah 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dalam rangka pendayagunaan pengelolaan aset secara 
optimal, khususnya aset yang telah diserahkan melalui berita acara 
serah terima operasional khususnya dari Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Daerah, maka 
perlu pengalokasian anggaran terkait pemeliharaan atas aset 
tersebut sesuai dengan kententuan peraturan perundang-
undangan. 

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam 
pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan 
prasarana kerja pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. Standar harga pemeliharaan 
untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam 
negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan 
biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya 
pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  

 

3) Belanja Tidak Terduga 

Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan 

pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan 

mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan 

darurat meliputi bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial 

dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan 

pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat 

mengganggu kegiatan pelayanan publik. Keperluan mendesak 

sesuai dengan karakteristik masing-masing Pemerintah Daerah 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak 

ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 

2023. 

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan 

daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan 

pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah 

yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.  

Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran 

penanganan Corona Virus Disease 19 dan dampaknya pada Belanja 

Tidak Terduga dengan memperhatikan kebijakan kesehatan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

4) Belanja Transfer 

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah 

Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari 

Pemerintah Daerah kepada Pemerintah desa. Belanja transfer 
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dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD. Belanja transfer dirinci 

atas jenis :  

1) Belanja Bagi Hasil 

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil 

yang bersumber dari pendapatan pajak daerah dan retribusi 

daerah kabupaten kepada pemerintahan desa. 

Pemerintah kabupaten Sukamara menganggarkan belanja bagi 

hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah 

desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana 

pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten 

Sukamara pada Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah 

Kabupaten Sukamara kepada pemerintah desa dianggarkan 

secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang 

dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang 

digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut 

dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah 

lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah 

dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan 

hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. 

Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target 

pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah Kabupaten 

Sukamara pada akhir Tahun Anggaran 2022, disalurkan 

kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2023. 

Belanja bagi hasil pajak daerah Kabupaten Sukamara 

dianggarkan dalam APBD Tahun 2023 dan dirinci menurut 

objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD. 

2) Belanja Bantuan Keuangan 

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai 

kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan 

pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan 

pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan 

oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam 

rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan 

kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. 

Tujuan tertentu lainnya tersebut yaitu dalam rangka 

memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima 

bantuan keuangan. Belanja bantuan keuangan terdiri atas: 
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a. bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah 

provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau 

b. bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota 

kepada desa. 

Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat 

khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan 

dan pengelolannya diserahkan kepada pemerintah daerah 

dan/atau pemerintah desa penerima bantuan. Selanjutnya, 

bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya 

ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan 

pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima 

bantuan. 

Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa 

sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak 

menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh 

Pemerintah Daerah selaku pemberi bantuan keuangan, 

Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa sebagai 

penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan 

kepada Pemerintah Daerah pemberi keuangan khusus. 

Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat 

mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau 

anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan. 

Pemerintah Kabupaten Sukamara harus menganggarkan 

alokasi Dana Desa (DD) yang diterima dari APBN dalam jenis 

belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam 

APBD Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2023 untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 

pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

  Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sukamara harus 

menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah 

desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada 

pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana 

perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD 

Tahun Anggaran 2023 setelah dikurangi DAK sebagaimana 

diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 

  Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 

100% (seratus persen), Pemerintah Kabupaten Sukamara 

menganggarkan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam 

APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada 

pemerintah desa.  

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Sukamara dapat 

memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah 
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desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD Tahun 

Anggaran 2023 dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan 

sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penganggaran, 

pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan 

pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan 

keuangan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. 

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan  

Belanja Tidak Terduga 

Belanja daerah Kabupaten Sukamara tahun 2023 disusun 

berdasarkan azaz umum pengelolaan keuangan daerah yaitu taat pada 

peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan 

dan bertanggung jawab. Selain itu pengelolaan belanja daerah juga 

memperhatikan azaz keadilan, kepatutan dan manfaat untuk 

masyarakat. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Trasfer 

dan Belanja Tidak Terduga didasarkan atas kemampuan keuangan 

daerah yang disesuaikan dengan penerimaan daerah berupa 

pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Rencana 

belanja daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2023 secara rinci disajikan 

dalam tabel berikut. 

Tabel 5.1 

Belanja Daerah TA 2022 dan Prakiraan TA 2023 

Kode Uraian Tahun 2022 Tahun 2023 
Bertambah/                 

(Berkurang) 

1 2 3 4 5 = (4 - 3) 

5 BELANJA 681.879.587.921,00 705.295.394.371,00 23.415.806.450,00  

5.1 BELANJA OPERASI 492.635.453.793,00 519.817.736.777,00 27.182.282.984,00 

5.1.01 Belanja Pegawai 245.625.852.709,00 260.004.659.451,00 14.378.806.742,00 

5.1.02 
Belanja Barang dan 
Jasa 

219.137.247.735,00 206.913.081.244,00 (12.224.166.491,00) 

5.1.04 Belanja Subsidi 800.000.000,00 1.980.000.000,00 1.180.000.000,00 

5.1.05 Belanja Hibah 20.392.893.349,00 50.469.996.082,00 30.077.102.733,00 

5.1.06 
Belanja Bantuan 
Sosial 

6.679.460.000,00 450.000.000,00 (6.229.460.000,00) 

         

5.2 BELANJA MODAL 109.727.494.424,00 98.042.590.330,00 (11.684.904.094,00) 

5.2.01 
Belanja Modal 
Tanah 

2.973.921.100,00 1.266.010.000,00 (1.707.911.100,00) 

5.2.02 
Belanja Modal 
Peralatan dan 
Mesin 

13.039.038.480,00 14.914.569.116,00 1.875.530.636,00 

5.2.03 
Belanja Modal 
Gedung dan 
Bangunan 

30.530.381.432,00 25.978.533.232,00 (4.551.848.200,00) 

5.2.04 
Belanja Modal 
Jalan, Jaringan dan 
Irigasi 

63.011.386.432,00 55.109.466.832,00 (7.901.919.600,00) 

5.2.05 
Belanja Modal Aset 
Tetap Lainnya 

172.766.980,00 774.011.150,00 601.244.170,00 

5.3 
BELANJA TIDAK 

TERDUGA 
10.503.738.318,00 8.350.900.000,00 (2.152.838.318,00) 
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5.3.01 
Belanja Tidak 
Terduga 

10.503.738.318,00 8.350.900.000,00 (2.152.838.318,00) 

         

5.4 
BELANJA 
TRANSFER 

69.012.901.386,00  79.084.167.264,00 10.071.265.878,00 

5.4.01 Belanja Bagi Hasil    835.817.486,00  1.030.427.412,00 194.609.926,00 

5.4.02 
Belanja Bantuan 
Keuangan 

68.177.083.900,00  78.053.739.852,00 9.876.655.952,00 

Sumber : TAPD, 2022
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BAB VI 

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH 

 

6.1     Kebijakan Penerimaaan Pembiayaan 

 Pembiayan Daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar 

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada 

tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. 

Pembiayaan Daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 

dan dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan 

Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian 

objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada SKPD selaku 

SKPKD. Penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari: 

1) SiLPA 

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 

(SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan 

rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran 

Tahun Anggaran 2022 dalam rangka menghindari kemungkinan 

adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2023 yang tidak dapat 

didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. 

SiLPA tersebut bersumber dari: 

a) pelampauan penerimaan PAD; 

b) pelampauan penerimaan pendapatan transfer; 

c) pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang 

sah; 

d) pelampauan penerimaan Pembiayaan; 

e) penghematan belanja; 

f) kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun 

belum terselesaikan; dan/atau 

g) sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan 

sisa dana pengeluaran pembiayaan. 

Dalam hal terdapat SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya 

berdasarkan peraturan perundang- undangan pada Tahun 

Anggaran sebelumnya, Pemerintah Daerah wajib menganggarkan 

SiLPA dimaksud sesuai penggunaannya. 

2) Pencairan dana cadangan  

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan 

pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke 

Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. 

Jumlah dana cadangan tersebut sesuai dengan jumlah yang telah 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana 

cadangan bersangkutan. 

Pencairan dana cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi 

penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan. 

Dalam hal dana cadangan tersebut belum digunakan sesuai dengan 

peruntukannya, dana cadangan dimaksud dapat ditempatkan 

dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. 
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Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana 

cadangan ke RKUD dianggarkan dalam SKPD pengguna dana 

cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

3) Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Penerimaan Pembiayaan lainnya 

digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan 

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk 

pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan 

Daerah tentang APBD. 

Pengeluaran pembiayaan daerah dapat digunakan untuk : 

1) Penyertaan Modal Daerah 

Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada 

BUMD dan/atau BUMN. Penyertaan modal pemerintah daerah 

dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam 

Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah 

mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan 

pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

Peraturan Daerah dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan 

kepala daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah 

tentang APBD. 

Pemerintah Daerah dalam melakukan penyertaan modal daerah 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

a) Dalam hal akan melaksanakan penyertaan modal, pemerintah 

daerah terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi 

pemerintah daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana 

kegiatan investasi yang disiapkan oleh PPKD selaku pengelola 

investasi untuk disetujui oleh kepala daerah. Berdasarkan 

dokumen rencana kegiatan penyertaan modal daerah tersebut, 

Pemerintah Daerah menyusun analisis penyertaan modal 

daerah Pemerintah Daerah sebelum melakukan penyertaan 

modal daerah. 

Analisis penyertaan modal daerah dilakukan oleh penasehat 

investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh 

kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan 

pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan 

perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, 

dan/atau manfaat lainnya. 

Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang 
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telah tercantum dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan 

modal pada tahun sebelumnya, tidak diterbitkan Peraturan 

Daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan 

modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang 

telah ditetapkan pada Peraturan Daerah tentang penyertaan 

modal. 

Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah 

penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang 

telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai 

penyertaan modal, pemerintah daerah melakukan perubahan 

perda mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

b) Dalam rangka memperkuat struktur permodalan pada Badan 

Usaha Milik Daerah (BUMD), pemerintah daerah dapat 

menambah modal yang disetor dan/atau melakukan 

penambahan penyertaan modal pada BUMD, sehingga BUMD 

tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. 

Khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah 

dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud 

guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank 

Indonesia dan untuk memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR) 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Pemerintah daerah yang merupakan pemegang saham 

pengendali, melakukan penyertaan modal kepada BUMD 

Perseroda guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% 

(lima puluh satu persen) atau lebih. 

Pemenuhan kepemilikan saham minimal 51% (lima puluh satu 

persen) oleh 1 (satu) daerah tersebut, dilakukan paling lama 5 

(lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

2) Pembentukan Dana Cadangan 

Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan yang 

penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan 

pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat 

dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan 

untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai peraturan perundang-

undangan. Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas 

penerimaan daerah, kecuali dari: 

a) DAK; 

b) pinjaman daerah; dan 

c) penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi; 

untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Dana cadangan tersebut ditempatkan 

dalam rekening tersendiri dan dikelola oleh PPKD selaku BUD. 
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Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Perda tentang 

Pembentukan dana cadangan. 

Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah 

tentang Pembentukan dana cadangan. Peraturan Daerah tersebut 

paling sedikit memuat: 

a) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan; 

b) program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari 

dana cadangan; 

c) besaran dan rincian tahuan dana cadangan yang harus 

dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan; 

d) sumber dana cadangan; dan 

e) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. 

Selanjutnya, Peraturan Daerah tentang pembentukan dana 

cadangan dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala 

Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang 

APBD. 

3) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan 

Pengeluaran pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan 

pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

6.2.1  Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan 

1) Pemerintah daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) 

Tahun Anggaran 2023 bersaldo nihil. 

2) Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Perda tentang APBD 

menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah 

harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan 

prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah 

dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. 

3) Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Perda tentang APBD 

menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah 

melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran 

pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan 

program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan 

volume program dan kegiatannya. 

Pembiayaan daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2023 dijelaskan 

secara rinci pada tabel berikut. 

 

Tabel 6.1 

Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023 

Kode Uraian 
Tahun 2022 Tahun 2023 

(Rp) (Rp) 

1 2 3 4 
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6 PEMBIAYAAN DAERAH  

6.1 
Penerimaan 

Pembiayaan Daerah  
63.707.770.425,00 51.510.382.286,00 

6.1.01 
Pencairan Dana 
Cadangan (HIBAH KPU) 

0,00 5.955.661.096,00 

6.1.01 
Pencairan Dana 
Cadangan (HIBAH 
BAWASLU) 

0,00 1.600.000.000,00 

6.1.01 
Sisa Lebih Perhitungan 
Anggaran Tahun 
Sebelumnya 

63.707.770.425,00 43.945.721.190,00 

6.2 
Pengeluaran 
Pembiayaan Daerah  

15.107.500.000,00 26.710.000.000,00 

6.2.01 
Pembentukan Dana 
Cadangan 

6.000.000.000,00 5.000.000.000,00 

6.2.02 
Penyertaan Modal 
Daerah (BPR) 

4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 

6.2.02 
Penyertaan Modal 
Daerah (PDAM) 

1.500.000.000,00 0,00 

6.2.02 
Penyertaan Modal 
Daerah (BANK 
KALTENG) 

3.607.500.000,00 16.210.000.000,00 

6.2.02 
Penyertaan Modal 
Daerah (BSJ) 

0,00 1.500.000.000,00 

PEMBIAYAAN NETTO 48.600.270.425,00 24.791.382.286,00 

Sumber : APBD Kabupaten Sukamara TA 2022 dan Data TAPD, 2022 
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STRATEGI PENCAPAIAN TARGET 
  

Pendapatan daerah Kabupaten Sukamara yang optimal akan 

menjadi sumber penting untuk menjalankan pemerintahan, 

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Sejalan dengan itu, 

akan terus dilakukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan dan 

meningkatkan pendapatan daerah, mengingat kebutuhan roda 

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang 

terus meningkat setiap tahunnya.  

  Beberapa upaya akan terus dilakukan untuk meningkatkan 

pendapatan daerah pemerintah Kabupaten Sukamara, antara lain : 

1) Meningkatkan ekstensifikasi melalui perluasan basis pajak daerah, 

dan retribusi daerah, tanpa membebani masyarakat, serta secara 

intensif melakukan penataan terhadap sistem dan prosedur 

penagihan, sehingga mendapatkan hasil yang optimal.  

2) Mendorong iklim investasi di Kabupaten Sukamara antara lain 

dengan cara menyederhanaan proses perijinan, mendekatkan akses 

pelayanan perijinan dan intensifikasi potensial produk unggulan 

daerah menjadi layak jual sehingga diharapkan akan membawa 

dampak peningkatan PDRB per kapita penduduk dan secara tidak 

langsung akan meningkatkan pendapatan daerah. 

3) Meningkatkan kualitas infrastruktur sarana dan prasarana umum 

yang memberikan dampak langsung terhadap pendapatan asli 

daerah. 

4) Untuk meningkatkan pendapatan dari Dana Perimbangan, yang 

sangat fluktuatif tergantung alokasi yang disediakan oleh Pemerintah 

Pusat, akan terus melakukan koordinasi yang baik dengan 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah maupun Pemerintah Pusat, 

dengan menyediakan dan memberikan dukungan data yang cepat, 

tepat dan akurat. 

5) Melakukan penyederhanaan sistem administrasi pengelolaan 

pendapatan daerah demi terciptanya kualitas pelayanan perizinan 

yang semakin baik. 

6) Meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan 

upaya pengelolaan BUMD secara efisien dan efektif, melalui 

perbaikan manajemen, peningkatan profesionalisme BUMD, serta 

memperkuat permodalan BUMD. 

 

Upaya-upaya mengoptimalkan dan meningkatkan pendapatan 

daerah tersebut, akan terus mendorong pengembangan sumber-sumber 

pendapatan daerah, dengan tetap menjaga iklim dunia usaha dan 

peningkatan pelayanan sehingga tidak menyebabkan ekonomi biaya 

tinggi, serta selalu menjaga disiplin anggaran, agar kapasitas fiskal 

semakin kuat. Selain itu akan terus berupaya untuk meningkatkan 

mekanisme perencanaan pendapatan asli daerah sesuai amanat 
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PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, dan 

Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 
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